
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU 

Abdul Latif. 2014. Hukum Administrasi (Dalam Praktik Tindak Pidana 

Korupsi). Jakarta: Prenada Media Group. 

Adrian Sutedi. 2010. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan 

Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika. 

       ___________. 2012. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Sinar Grafika. 

Amirudin dan Zainal Assikin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 

Muhammad Djafar Saidi. 2014. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: Rajawali 

Pers. 

Philipus M.Hadjon, dkk. 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia 

(Introduction to the Indonesian Administrative Law). Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

Purwosusilo. 2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: 

Prenadamedia Group. 

Riawan Tjandra. 2014. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Grasindo. 

Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Radja Grafindo 

Persada. 

Sirajuddin dkk. 2016. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Malang: 

Setara Press. 

Zainudin Ali. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 

 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 



 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 Tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB. Sa’anin Padang 

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian 

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat 

 

D. INTERNET 

http://eprints.polsri.ac.id/1722/3/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.p

df 

https://www.harianhaluan.com/news/detail/72314/kasus-rsj-gaduik-masuk-

pengadilan 

 

https://media.neliti.com/media/publications/77897-ID-efektivitas-e-

procurement-dalam-pengadaa.pdf 

 

http://eprints.polsri.ac.id/1722/3/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf
http://eprints.polsri.ac.id/1722/3/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf
https://www.harianhaluan.com/news/detail/72314/kasus-rsj-gaduik-masuk-pengadilan
https://www.harianhaluan.com/news/detail/72314/kasus-rsj-gaduik-masuk-pengadilan
https://media.neliti.com/media/publications/77897-ID-efektivitas-e-procurement-dalam-pengadaa.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/77897-ID-efektivitas-e-procurement-dalam-pengadaa.pdf

